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A. Latar Belakang Masalah
Sesuai dalam Alinea ke-1VV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD 1945 yang
berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara

Indonesia dan umum, mencerdaskan

kehidupdh ba Sd-demik ke 3 id yang berdasarkan
kemerec
UD 1945 maka dapat
dilihat ulai berkembang
dengar} p <an dari berbagai
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jasa yang diinginkan d

B\\"

dan-juga memberikan kebebasan untuk

memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan
dan kemampuan konsumen.

Dalam Pasal 1 huruf g dan r Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981
tentang Metrologi Legal menjelaskan pengertian dari tera dan tera ulang,

dimana tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal



yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda
tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai
yang berhak melakukanya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-
alat ukur, takar,timbang, dan perlengkapanya yang belum dipakai. Sedangkan
tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera

batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang

bertanda tera sah erfaku,. dilakukan oleh pegawai-

pegawai yang dilakukan

atas alat glah di tera.
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Peraturan Pemerintah No. 2

Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera
Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat- Alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya,dan juga dapat dilihat dari Peraturan Menteri Perdagangan
No. 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan

Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, dan Surat



Edaran Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor
01/SPK/SE/5/2011 tentang Tera UTTP mengamanatkan agarAlat-Alat Ukur,
Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disebut UTTP yang
secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan
siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau

penimbangan wajib ditera atau ditera ulang. Kebijakan-kebijakan yang

dikeluarkan ter 7\'|\' E’ﬁgﬁﬂ“gﬂfﬂk -\L,\ ‘i turunan dari Undang-

Undang No. ., tentang Metrologi™

kegiatan perek aan pas; Upakan salah satu
faktor | paling p mpat untuk melakukan
kegiatan jual beli b Keberadaan pasar juga
menjadi Salah satu indiator ekonomi masyarakat di
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Untuk meningkatkan pelayar radisional pemerintah mencanangkan

program perbaikan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Salah
satu tujuannya adalah terciptanya pasar tradisional yang tertib, teratur, aman,
bersih dan sehat, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar

'Heny sukesi, Analisis Penggunaan Alat-Alat  Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang, Pusat Perdagangan Dalam Negri, Jakarta,
2013, him 2.



Tradisional dan Peraturan Menteri  Perdagangan Nomor  86/M-
DAG/PER/12/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013.

Sektor perdagangan memainkan peranan penting dalam perekonomian
nasional baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara

kuantitas,pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan
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Salah satu indikator pasar yang tertib tersebut adalah penggunaan alat
UTTP yang benar dan perilaku pedagang dalam pengukuran dan penimbangan

dengan tepat dalam rangka melayani konsumen dengan baik. Sedangkan

2 -
Ibid., him.1.
3Djainul Arifin, Pengawasan Kemetrologian, Metrologi Publishing Bekerja sama dengan

Pusat Pengembangan SDM Kemetrologian,Bandung, 2014, him13.



tujuan pembentukan Pasar Tertib Ukur tersebut adalah: (1) Meningkatkan
citra pasar tradisional melalui kebenaran hasil pengukuran; (2) Meningkatkan
pemahaman dan kesadaran pedagang atau pengguna dan pemilik UTTP serta
pengelola pasar dalam membangun kepercayaan masyarakat; dan (3)
Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kemetrologian

dalam rangka perlindungan konsumen.”
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Alat UTTP yang
kebenaran hasil
tidak hanya akan

lusaha.®

Ig Secara ekonomis

kurang
pada \
seber D

|nforr(1

anya bergantung

kb usaha. Sampai

ahami rangkaian

kat \pend dﬂ{an yang berbeda-
3

atif M ang-terpelajar.

B\\('s %

ap_perlindungan  konsumen, tidak

beda dan "

r

geana & Ma

~‘" O .
-

Terjadlnya “pela

terlepas dari tindakan-tindakan pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak
memperhatikan kepentingan konsumen. Meskipun tidak ada niat pelaku usaha
untuk melakukan pelangggaran terhadap kepentingan konsumen itu sendiri.

Dengan adanya kebijakan baru yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha dalam

*Heny sukesi, Op.Cit.., him 2.
*lbid., him 3.



meningkatan kegiatan produksi dan usahanya, juga menyebabkan adanya
keharusan bagi pelaku usaha itu untuk meningkatkan perlindungan terhadap
kepentingan konsumen.

Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen salah
satunya dengan adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya
ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar

satuan, metodg .'l Wgrl-rgg_\\ 3
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) limbang, dan perlengkapanya melalui
Balai Metrologi terhadap para pedagang di pasar-pasar tradisional termasuk
dipasar tradisional kota pariaman. Karena banyaknya keluhan-keluhan dari
konsumen yang berbelanja dipasar tradisional kota pariaman yang merasa

dirugikan atas berkurangnya barang yang dibeli karena berat pada timbangan

®Ibid., him 1.



yang digunakan pedagang tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya. Dan
banyaknya pedagang-pedagang yang memakai timbangan yang tidak sesuai
dengan standar yang telah ditentukan.

Salah satu alat UTTP yang digunakan dalam transaksi niaga di pasar
tradisional kota Pariaman adalah timbangan meja. Perlu diketahui jenis

timbangan meja ini paling banyak digunakan untuk melakukan penipuan atau

kecurangan dalam-me] gns&rswagi "' an_konsumen.
i tef @rme l a pe !ang atau pelaku

ahgan yang mereka

dan tidak sesuai

ya informasi dan

1engenai standar

ang.

: \ aupun sebaliknya.
SIBANGS @

harus saling bersinergi agar

kepercaya

Seharusnya pelaku us
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tumbuhnya kepercayaan diantara keduanya dan juga tidak ada kerugian yang
dialami kedua belah pihak.Untuk menekan tindakan kecurangan yang
dilakukan oleh para pedagang pasar tersebut perlu ada perhatian khusus dari

aparat-aparat terkait dalam hal ini adalah Balai Metrologi yang dibantu oleh



Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan(DISKOPERINDAG)Kota
Pariaman.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN TERA ULANG
OLEH BALAI METROLOGI DI PASAR TRADISIONAL KOTA

PARIAMAN DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN
VERDITAS ANDAL S

arkan latar belals@ng 19 telal diuraike atas, maka yang
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah

diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tera ulang oleh Balai Metrologi
di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam mewujudkan perlindungan
terhadap konsumen.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan terhadap konsumen
oleh Undang-Undang metrologi legal.

3. Untuk mengetahui apa saja kendaladalam pelaksanaan tera ulang oleh

Balai Metro !."' Ra " msl | | "-r..

laman dalam mewujudkan

D. Manfg
n manfaat baik

Secara fe

ahami ilmu hukum,

pnsumen.

atlir/dan memberikan

a. Bagi masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan

kepada masyarakat sebagai konsumen terhadap pentingnya
perlindungan konsumen dalam hal Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang,
dan Perlengkapannya (UTTP) dipasar tradisioanl dalam hal ini

khususnya kota pariaman.



b. Bagi penulis
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan baik di
bidang perlindungan konsumen maupun dalam pelaksanaan tera dan
tera ulang terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
(UTTP).

E. Metode penelitian

Metode pene i dan terfikir secara runtut

[ NIVERSITASANIAT

e

dan ba pertujuan  untuk

menem 2Benaran  maupun
ketidak tesa agar suatu

1ggunakan suatu

yang tla ala it engémbangan ilmu

pengets

sosiologis, yaitu

“‘y. 'tT hukun - ‘&beh data dari data

primer®Dengan  melihat~~“norma" “hukum yang  berlaku  dan
menghubungkannya, dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan

dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

’Soejono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, him.7.
8Soemitro  Soejono dan  Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineke
Cipta,Jakarta,2003, hIm. 56.



2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalahbersifat

deskriptif, yaitu menggambarkan Bagaimana pelaksanaan tera ulang oleh

Balai Metrologi di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam mewujudkan

perlindungan terhadap konsumen, Bagaimana upaya perlindungan

terhadap konsumen oleh Undang-Undang metrologi legal, dan Apa

kendaladala'!.'l"gfﬁg“(;rs& -‘ Balai Metrologi di Pasar

ddiiondKeta—Parfiaman dalam mewujuekan™ perlinflungan terhadap

‘sibjek dan objek

an_Laidjambil dengan teknik
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2Rt a Penulis dalam hal ini tidak

memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi
untuk terpilih sebagai sampel, tetapi sampel tersebut telah penulis

tentukan sebelumnya berdasarkan kriteria atau pertimbangan

%Sugiyono, Statistic Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2010, him 61.



tertentu.Sampel yang dikumpulkan berdasarkan informasi dari para
pedagang dan konsumen di pasar tradisional Kota Pariaman.
4. Sumber dan Jenis Data
a. Sumber Data
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penulis mengumpulkan bahan-bahan literature dan karya ilmiah

lainnya uaty

a.buku-buku yang berkaitan

UV

dkaan dilakukan
versitas Andalas,

maupun sumber

Jnit Pelaksanaan

danDinasKoperasi

sional-KQta Pariaman.
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b. Jenis Dat o5

1. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data

tentang Bagaimana pelaksanaan tera ulang oleh Balai Metrologi di

©1pid., him.56.



Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam mewujudkan perlindungan

terhadap konsumen.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan
dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber
bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, seperti:

a. Bah ,, ;Wtﬂgﬂ-fga!fl\ﬁ[i [tuan.yang ada berkaitan dengan

pokol ﬁ‘ pahasan, berbentuk Ondargd*Undallg, atau peraturan

a, seperti:

. A g

. Undang- “Aﬁ' R nUblik Indonesia Tahun 1945;
1

2. Undang v 3htin. '71' Tentahg Perlindungan
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‘3. Undang-Undang n 1981 | tentang
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efAtang Wajib dan

.
cta ’O@ng Serta Syarat-
akar, Timbang dan

Perlengkapanfiyé
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5. Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/3/2010
tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya

(UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera  Ulang;



6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/3/2010
tentang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
(UTTP) yang wajib ditera dan ditera ulang;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang

Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-
D ?\'l X, { llf“tgnirg ‘ “ Teknis Penggunaan Dana
asi~Khusus Bidang Sara gall Tahun Anggaran

2013;

. Surat Ed rdisast dan Perlindungan
Konsu entang Tera Alat-Alat
Ukur, Takas, Ti nya' TTP).

ahan hukum‘sekun e b hukum_ yang memberikan

au enai  peraturan-

‘. fhuku yang ditulis
\ : /

r ra eratur:li 'a{l) pemikiran yang
ipublikasi k&n.fa RN 7 dan lain-lain.'
Q\!LK B.\:ff;-
c. Bahan hu I f an hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis
dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam

penulisan ini, serta browsing internet yang membantu penulis

21pid, him.57.



untuk mendapatkan bahan dalam penulisan yang berhubungan

dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang

dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dan responden

3.

ang diteliti oleh penulis

NDAT )

+“Dalam penelitian ini, digimaka

wawancara semi

erapa pertanyaan

asumber, dimana

litanya pertanyaan-

Ikan wawancara

akan melakukan

K paIa OPP" Baladi | Bépak Syamsurlzal S.Sos.,

-

M.M., dan beberapa pegawai Balai Metrologi.
Pelaksana tera ulang, atau pegawai selaku petugas tera ulang

yang berhak.

2|pid, him.67.



b. Studi Dokumen
Dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti.
6. Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan data
1. Editing

1\' ﬁgﬁ'&gof\ ’ iedit terlebih dahulu guna

dpakah data-data yar e ciperdleh te@abut sudah cukup

n masalah yang

dh dengan proses

hasil penelitian,

sistematika dan

en ---lvr-;: aupun data sekunder

akan dipelajari yang kén ‘%’

=

an dalam bentuk kalimat yang
disusun secara sistematis.Akhirnya ditarik kesimpulan merupakan
jawaban dari permasalahan dan selanjutnya dikaitkan dengan Peraturan
Perundang-undangan terkait, teori hukum dan pendapat-pendapat para

pakar hukum.



